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ABSTRAK :              a.       bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar warga negara, 
memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, 
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 
dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas 
penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam 
penanggulangan kemiskinan.
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